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TENTANG TAHAPAN  PROGRAM DAN JADWAL  WAKTU  PELAKSANAAN   

PEMILIHAN  UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  SELATAN  

TAHUN 2013 
 
 

ABSTRAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DASAR 
HUKUM 

 

a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi  Pemilihan Umum 

Provinsi  Sumsel     01/KPTS/KPU-Prov.006Nl/2012   telah 

ditetapkan Tahapan, Programdan Jadwal Waktu Pelaksanaan 

Pemilihan Umum  Gubernur dan  Wakil   Gubernur Provinsi 

SumateraSelatanTahun 2013 ; 
 

b.   bahwa  berdasarkan Rapat  Pleno  Komisi  Pemilihan Umum 

Provinsi   Sumatera  Selatan   tanggal   5   April   2013   telah 

disepakati bahwa  untuk  mengoptimalkan Penyusunan dan 

penetapanrekapitulasijumlah pemilihterdaftar dan TPS terinci 

tiap kecamatandan kelurahan/desa dalam wilayah kabupaten/ 

kota  di   tingkat   PPK,   maka   perlu  dilakukan penambahan 

waktunya agar    dalam  kegiatan  dimaksud lebih  optimal 

hasilnya; 
 

c. bahwa berdasarkanhal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b 

perlu  perubahan atas  Keputusan Komisi  Pemilihan Umum 
.Provinsi   Sumsel   01/KPTS/KPU-Prov.006Nl/2012   tentang 

Tahapan, Programdan Jadwal Waktu PelaksanaanPemilihan 

Umum  Gubernur dan  Wakil   Gubernur Provinsi   Sumatera 

SelatanTahun 2013. 
 

 
 

1.  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 25 Tahun  1959 

tentang  Pembentukan Daerah  Tingkat  I     Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun  1959  Nomor 
70,  Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 

1848); 
 

2.  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 28 Tahun  1999 

tentang  Penyelenggaraan Negara  yang  Bersih  dan  Bebas 

dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik   Indonesia  Tahun   1999   Nomor   75,   Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852)
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3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  17 Tahun  2003 

tentang  Keuangan Negara  (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun   2003   Nomor  47,   Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor4286); 
 

4.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun  2004 

tentang  Perbendaharaan   Negara     (Lembaran   Negara 

Republik Indonesia Tahun  2004  Nomor  66,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355); 
 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  15 Tahun  2004 

tentang   Pemeriksaan,  Pengelolaan,  dan  Tanggung Jawab 

Keuangan Negara  (Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Tahun   2004   Nomor   66,   Tambahan  Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

6.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun  2004 

tentang   Pemerintah Daerah   (Lembaran Negara   Republik 

Indonesia Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan Lembaran 

Negara   Republik  Indonesia  Nomor   4437)   sebagaimana 

telah  diubah   terakhir    dengan   Undang-Undang  Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (LembaranNegara Republik 

Indonesia Tahun   2008   Nomor   59,  Tambahan  Lembaran 

Negara  Republik IndonesiaNomor4844); 
 

7.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  15 Tahun  2011 

tentang   Penyelenggaraan  Pemilihan   Umum    (Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun    2011    Nomor    101, 

Tambahan Lembaran Negara   Republik  Indonesia Nomor 
5246); 

 

8.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 

2005   tentang   Pemilihan,   Pengesahan Pengangkatan dan 

Pemberhentian Gubernur dan  Wakil   Gubernur (Lembaran 

Negara    Republik  Indonesia  Tahun     2005     Nomor     22, 

Tambahan  Lembaran  Negara   Republik  Indonesia Nomor 
4480)  sebagaimana telah  diubah terakhir  dengan  Peraturan 

Pemerintah Nomor 49 Tahun  2008  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun  2008  Nomor  92,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4865); 
 

9.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  58 Tahun 

2005   tentang   Pengelolaan Keuangan Daerah   (Lembaran 

Negara    Republik  Indonesia  Tahun    2005    Nomor    140, 

Tambahan Lembaran Negara   Republik Indonesia Nomor 

4578); 
 

1 O.  Peraturan Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   13  Tahun   2006 

tentang  Pedoman    Pengelolaan    Keuangan    Daerah 

sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor57 Tahun 2009; 
 

11. Peraturan Menteri   Dalam  Negeri   Nomor  44  Tahun  2007 

tentang   Pedoman Pengelolaan Belanja   Pemilihan Umum 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimanatelah 

diubah  dengan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  57 

Tahun 2009;
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CATATAN :

12.Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  05  Tahun  

2008 tentang  Tata    Kerja    Komisi    Pemilihan    Umum,     

Komisi Pemilihan  Umum   Provinsi,    dan   Komisi  

Pemilihan  Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah   

dengan   Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 

2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 

2008; 
 

13. Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  06  Tahun  2008 

tentang  Susunan   Organisasi   dan  Tata   Kerja  Sekretariat 

Jenderal   Komisi     Pemilihan    Umum,     Sekretariat    Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi,  dan  Sekretariat  Komisi  Pemilihan 

Umum  Kabupaten/Kota   sebagaimana    diubah     dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008; 
 

14. Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  31   Tahun  2008 

tentang Kode Etik PenyelenggaraanPemilihanUmum; 
 

15. Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  09  Tahun  2010 

tentang Pedoman Penyusunan, Tahapan,  Program, dan Jadwal 

PenyelenggaraanPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah. 
 

16. Keputusan     KPU     Provinsi     Sumatera     Selatan     Nomor 

01/KPTS/KPU-Prov.006Nl/2012   tentang   Tahapan,    Program 

dan  Jadwal Waktu  Pelaksanaan Pemilihan  Umum Gubernur 

dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013. 

 

DALAM KEPUTUSAN  KOMISI  PEMILIHAN  UMUM PROVINSI 

SUMATERA SELATAN NOMOR : 22/Kpts/KPU-Prov.006/IV/2013 
 

 

Merubah Lampiran I   Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan 

Nomor 01/KPTS/KPU-Prov.006Nl/2012 tentang Tahapan,  Program 

dan Jadwal Waktu  Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013,  sehingga 

selengkapnya   sebagaimana   tercantum    dalam    Lampiran    I 

Keputusan  ini,   yang  merupakan  Bagian  tidak  terpisahkan  dari 

Keputusan ini. 
 

- Keputusan ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  ditetapkan   

dengan ketentuan     bahwa    segala    sesuatunya     akan    

diubah    dan diperbaiki   kembali  sebagaimana mestinya  

apabila  ternyata  di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

Keputusan ini. 
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